WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta efektivitas proses
perizinan, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan atas
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mojokerto, dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam
Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota ;



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah ;

14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR
90 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN  WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MOJOKERTO.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2018
tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Lampiran huruf A. DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, Angka 1 lzin Lokasi diubah,
sehingga secara keseluruhan Lampiran huruf A. DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU harus dibaca
sebagai berikut :

“A. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

1. lzin Pemanfaatan Ruang / IPR (untuk lahan < 1 hektar);
Izin Mendirikan Bangunan;

Izin Lingkungan;

Tanda Daftar Perusahaan,

2
3
4. Surat lzin Usaha Perdagangan;
5
6. Tanda Daftar Gudang;

.

Tanda Daftar Industri;



10.
11.
12.
13.
14.
186.

16.

Izin Usaha Industri;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Izin Reklame (Insidentil dan Permanen);
Izin Penggunaan Lapangan,;

Izin Trayek;

Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Izin Usaha Toko Modern;

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-
MB);

Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB).”

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 14 Oktober 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

s

P—

IKA PUSPITASARI

pada tanggal 14 Oktober 2019

SEK

TA MOJOKERTO

)

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

8603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR  41/E



